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PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Rh
o\t I z
Ll o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang
dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ghonsume,
21 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak
Bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di
Kabupaten Muna, dengan demisili elektronik
pada alamat e-mail:

XXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK : xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 28
September 1989, agama Islam, pekerjaan
Tukang Ojek, pendidikan SMP, tempat kediaman
di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua

Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08
Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
13/Pdt.G/2024/PA.Rh kemudian telah melakukan perbaikan gugatan melalui e-

court tanggal 22 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah

melangsungkan pernikahan pertama pada hari minggu, 06 Januari 2013
yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa
Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Kecamatan
Batalaiworu, 05 Januari 2013 dan setelah itu Penggugat dan Tergugat
bercerai dibuktikan dengan nomor akta cerai nomor xxxxxxxx tanggal 06
Maret 2023, dan Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dan melangsungkan
pernikahan kedua pada hari senin, tanggal 03 Juli 2023 yang telah dicatat
oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Wondiboy,
Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah
Nomor xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Teluk Wondama, 03 Juli 2023;

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-isteri tinggal di Teluk Wondama dengan cara mengontrak
(kos) dan sebagai kediaman bersama pertama dan terakhir;

3. Bahwa pernikahan pertama antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama xxxxxxxxxx, Lahir di Ghonsume, 02
Oktober 2013, Umur 10 Tahun, Pendidikan SD, yang saat ini tinggal bersama
Tergugat, dan pernikahan kedua antara Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

4, Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan September
tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
rukun vyaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait tidak adanya
keterbukaan keuangan Terguggat kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal
06 November 2023 dimana pada waktu itu Penggugat mempertanyakan
terkait keuangan Terguggat, namun Tergugat marah-marah sambil memukul
Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

secara berulang;
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6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat

telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana Penggugat
tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Desa Ghonsume, Kecamatan
Duruka, Kabupaten Muna dan Terggugat tinggal di Desa Maniwak,

Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat;

7. Bahwa atas kejadian tersebut belum pernah diupayakan damai oleh
keluarga;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma
sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian
merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Raha Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :
Primer:
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak dua bain sugra Tergugat TERGUGAT kepada
Penggugat PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor
. 13/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 1 Februari 2024 yang
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dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wondiboy,

Kabupaten Teluk Wondama Nomor : xxXxxxxxxxxx tanggal 3 Juli 2023,

yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya

(Bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman Penggugat;

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat setelah Penggugat menikah
dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

bersama di Teluk Wondama dengancara mengontrak (kos) dan sebagai
kediaman bersama pertama dan terakhir;

- Bahwa Penggugat danTergugat telah dikaruniai seorang anak pada
pernikahan pertamanya sedangkan di pernikahan keduanya saat ini
Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak lagi;

- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
tidak harmonis lagi sejak bulan November tahun 2023;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar namun saksi sering mendengar cerita Penggugat
setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap
Penggugat namun Penggugat pernah menelfon saksi secara Video Call
dan memperlihatkan memar di wajah dan badan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2023 yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2
(dua) bulan lamanya,;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan
Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan
Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXxXxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman Penggugat;

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah
dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di Teluk Wondama dengancara mengontrak (kos) dan sebagai
kediaman bersama pertama dan terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak pada
pernikahan pertamanya sedangkan di pernikahan keduanya saat ini
Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak lagi;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
tidak harmonis lagi sejak tahun bulan November tahun 2023;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar namun Tergugat pernah menelfon saksi dan
menceritakan perihal rumah tangganya yang sering bertengkar dengan

Penggugat;
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- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering

bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap
Penggugat namun Tergugat pernah menelfon saksi dan menanyakan
kabar dan keberadaan Penggugat dan menceritakan kalau Tergugat telah
memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman
bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2023 yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2
(dua) bulan lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan
Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan
Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) homor
: 13/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 1 Februari 2024 yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149
ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak adanya
keterbukaan keuangan Tergugat kepada, sehingga telah terjadi pisah tempat
tinggal selama 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil cerai gugatnya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai

dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh

karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 03 Juli 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 03 Juli 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Wondiboy, Kabupaten Teluk Wondama oleh karena itu
Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXxXXXX, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan
sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh
karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan
yang bersesuaian satu sama lain namun keterangan saksi-saksi tersebut yang
berkaitan dengan pertengkaran dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
bukan bersumber dari pengetahuan langsungnya namun berdasarkan informasi
atau cerita Penggugat kepada saksi | dan informasi atau cerita Tergugat kepada
saksi Il (Testimonium de auditu);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada intinya
menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, bahwa

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik
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n rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi

®4
‘) da

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang saksi-saksi ketahui
sendiri saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 2
bulan;

Menimbang, bahwa terkait keterangan para saksi yang diperoleh melalui
informasi atau cerita dari Penggugat atau Tergugat (Testimonium de auditu)
khususnya yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim memandang perlu
untuk mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan
Hukum Kamar Agama - angka 1), tanggal 28 Desember 2023, yang
menerangkan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal
paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan KDRT?";

Menimbang, bahwa in casu berdasarkan penilaian terhadap alat bukti
saksi Penggugat, telah ternyata dan terbukti bahwa perpisahan tempat tinggal
antara Penggugat dengan Tergugat baru berlangsung selama kurang lebih 2
(dua) bulan, terlebih selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim
juga tidak menemukan fakta adanya indikasi suatu tindak kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) yang dilakukan baik oleh Penggugat ataupun Tergugat,
sehingga Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum mencerminkan suatu bentuk
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal antara
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Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, dalil-dalil tersebut tidaklah terbukti, sehingga gugatan Penggugat a quo
patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum
dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun
bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan
terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan
lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Raha pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.,
M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.lI dan Badirin,
S.Sy, S.Hum., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan
kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S.H.l.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik

tanpa hadirnya Tergugat.
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Ketua Majelis

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H

Panitera Pengganti

Lily Rahmi, S.H.l.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp282.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp427.000,00

(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
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